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Dalam Islam selalu mengajarkan untuk saling menolong tanpa memandang
perbedaan, baik kepada sesama muslim maupun non-muslim. Salah satu bentuk
tolong-menolong dalam Islam adalah dengan memberikan hadiah atau pemberian
yang disebut hibah. Sering kali, hibah dilakukan dalam lingkungan masyarakat,
terutama di antara anggota keluarga. Sebagai contoh, apabila seseorang
memberikan hibah hanya kepada salah satu anaknya, hal tersebut berpotensi
menimbulkan konflik di antara para ahli waris. Kasus seperti ini terjadi di
Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam kasus ini, anak yang tidak
menerima hibah berkeinginan untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan
oleh orang tuanya karena merasa bahwa hibah tersebut melanggar haknya sebagai
ahli waris yang berhak menerima warisan. Dengan demikian penulis tertarik
meneliti kasus yang penarikan hibah oleh ahli waris yang melibatkan warisan.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum empiris
dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif yang
diperoleh murni dari hasil wawancara dan dokumentasi. Subjek dan objek dalam
penelitian ini berupa ahli waris dan bagaimana proses penarikan hibah yang terjadi
di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penarikan hibah oleh ahli waris
merupakan tindakan yang tidak dibenarkan menurut syariat. Namun, hal tersebut
dapat dipertimbangkan kembali berdasarkan proses pemberian hibah, khususnya
apakah hibah tersebut didukung oleh akta autentik yang melibatkan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau tidak. Dalam kenyataanya hibah yang terjadi di
Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tidak disertai dengan akta, hanya
dilakukan secara lisan yang dihadiri dua orang saksi. Seperti yang termuat dalam
Pasal 37 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran
tanah. Dengan demikian, proses hibah yang diberikan oleh orang tua kepada salah
satu anaknya tidak dapat dibuktikan secara sah. Oleh karena itu, ahli waris lainnya
berhak menarik kembali harta tersebut dan mendistribusikannya sesuai dengan
hukum waris Islam.

viii



